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Siak Kabupaten Hijau merupakan salah satu 
strategi Pemerintah Kabupaten Siak dalam 
mengarusutamakan - perlindungan dan pele-
starian lingkungan hidup dalam kebijakan 
pembangunan daerah. Arahan visioner yang 
mendorong keseimbangan pembangunan ti-
dak hanya dari aspek ekonomi, namun juga 
sosial dan lingkungan ini dilegalkan dalam 
Perbup No.  22 tahun 2018 tentang Siak Ka-
bupaten Hijau. Kebijakan Kabupaten Hijau 
ini menjadi acuan dan arahan bagi Pemer-
intah Daerah dalam merencanakan dan 
melaksanakan pembangunan daerah.   Me-
lalui kebijakan ini pelestarian dan perlindun-
gan lingkungan hidup menjadi prinsip dasar 
bagi Pemerintah Daerah untuk pengambilan 
keputusan dan perencanaan pembangunan 
di sektor ekonomi, kesejahteraan masyara-
kat, dan pengelolaan sumber daya alam. 

Ditetapkan pada tahun 2019, langkah-langkah 
pencapaian Siak Kabupaten Hijau kemudian 
dirumuskan dalam sebuah dokumen Peta Ja-
lan Siak Kabupaten Hijau. Namun, pencapa-
ian Siak Kabupaten Hijau masih menghadapi 
tantangan yang bersumber dari kompleksitas 
permasalahan yang ada. Kondisi ini menuntut 
Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi 
dan pembaharuan dalam kebijakan pemban-
gunan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan 
diantaranya adalah merubah cara pandang 
birokrat pemerintah yang ‘Business as Usual’ 
menjadi lebih berwawasan ‘Hijau’ baik dalam 
perencanaan program maupun dalam kebi-
jakan penganggaran, membangun kolaborasi 
seluas-luasnya dengan para pihak untuk mem-
bangun sinergitas dan berkontribusi mewu-
judkan misi Siak Kabupaten Hijau. Tantangan 
lainnya adalah terdapat kewenangan instansi/
institusi yang berada di atas tingkat kabupaten. 

yang memiliki relevansi terhadap target indi-
kator Siak Hijau. Di tahun 2017 anggaran yang 
berpotensi mendukung kebijakan ini hanya 
sebesar Rp. 46,8 Miliar, atau 2,6% dari total be-
lanja daerah pada tahun tersebut.  Begitu juga 
di tahun 2018, anggaran yang dialokasikan 
sebesar Rp.41,2 Miliar atau setera 2,3 % dari 
total APBD dan Rp. 54,5 Miliar atau setara 3,1 
% dati total belanja daerah tahuntahun 2019. ¹ 

Jika pola tersebut tidak berubah, hampir dapat 
dipastikan target Siak Kabupaten Hijau akan 
sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu diperlukan 
langkah yang strategis dan inovatif agar tujuan 
Siak Kabupaten Hijau dapat direalisasikan

PolicyBrief
1. Pendahuluan

Salah satu pintu masuk bagi pembaharuan 
kebijakan yang mendukung pencapaian Siak 
Kabupaten Hijau adalah melalui implementasi 
UU Desa No. 6 tahun 2014.  Besarnya kewenan-
gan di tingkat desa yang dimiliki oleh Pemer-
intah Desa serta dukungan anggaran secara 
memadai di desa dapat menjadi peluang yang 
dapat dimanfaatkan desa demi pencapaian 
Siak Kabupaten Hijau. Namun masih dibutuh-
kan kajian lebih dalam untuk melihat peluang 
– peluang yang dapat dilakukan oleh Pemer-
intah Desa untuk bersama-sama mendukung 
terwujudnya misi besar Siak Kabupaten Hijau.

1. Fitra Riau, Komitmen dan Kualitas Anggaran Siak Kabupaten Hijau, 2020, hal. 21

Pencapaian Salah satu elemen kunci dalam 
mengimplementasikan kebijakan Siak Hijau 
adalah ketersediaan anggaran yang mema-
dai.  Kajian Fitra Riau tahun 2019 menunjuk-
kan masih minimnya anggaran Pemerintah 
Kabupaten Siak untuk mendukung tujuan 
Siak Hijau.Ini dapat dilihat dari kondisi  ex-
isting program dan Kegiatan  di 11 OPD-  

Policy Brief ini bertujuan untuk melakukan 
telaah terhadap kewenangan, program dan 
kebijakan di desa, serta praktik – praktik baik 
desa dalam pelestarian lingkungan yang rel-
evan dengan kebijakan Siak Hijau. Selain itu 
juga bertujuan untuk mengidentifikasi tar-
get – target kinerja desa yang relevan dengan 
kebijakan Siak Kabupaten Hijau sebagai indi-
kator desa Hijau, lestari atau pro lingkungan 
lainnya. Harapannya, hasil dari Policy brief ini 
dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Ka-
bupaten Siak untuk memberikan arahan bagi 
penguatan kapasitas desa, perumusan kebi-
jakan bersama desa, dan untuk melakukan 
penilaian terhadap kinerja desa yang dapat 
berkontribusi pada pencapaian Siak Kabu-
paten Hijau.  Dan bagi Pemerintah Desa hasil 
ini dapat digunakan dalam menentukan ara-
han dalam perencanaan pembangunan desa.
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2. Kebijakan Siak Kabupaten Hijau dan Pembangunan Desa

2.1. Kebijakan Siak Kabupaten Hijau dan  Target Pencapaian 2021
Kabupaten Siak, merupakan satu-satunya ka-
bupaten di Provinsi Riau yang mendeklara-
sikan diri sebagai Kabupaten Hijau yang 
mengedepankan  pembangunan berkelanjutan 
sebagai orientasi pembangunannya. Kebijakan 
tersebut merupakan penguatan  atas  kebijakan 
daerah sebelumnya yang telah ada dan di-
jalankan yang berpihak pada pelestarian ling-
kungan hidup. Kebijakan pembangunan Siak 
Kabupaten Hijau ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati nomor 22 tahun 2018 tentang Siak 
Kabupaten Hijau dengan tiga tujuan  utama 
yaitu (1) Pengelolaan  sumber daya  alam  un-
tuk  sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat 
(masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan 
berkelanjutan; (2) Kepentingan masyarakat 
dalam  pemanfaatan  sumber daya alam un-
tuk peningkatan ekonomi masyarakat dan 
pendapatan asli daerah, (3) Pola Pemanfaatan 
sumber daya alam daerah dilakukan melalui 
kegiatan konservasi, hilirisasi dan intensifikasi.

Gambar 1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Siak Kabupaten

Tujuan

Sasaran

•	 Menekankan Tingkat 
Kerusakan Sumber 
Daya Alam Khusunya 
Gambut dan DAS Siak

•	 Pemanfaatan SDA 
dengan Tidak Mengu-
rangi  dampat Keru-
sakan terhadap fungsi 
dan Keberlanjutan 
Sumber Daya Alam 
Tersebut. 

Pengelolaan SDA Bagi Ke-
pentingan Rakyat dengan 
Prinsip Kelestarian dan 
Berkelanjutan

Pola Pemanfaatan Sum-
ber Daya Alam Daerah 
dilakukan Melalui Keg-
iatan Konservasi, Hiliri-
sasi, dan Intensifikasi.

•	 Menanggulangi Ke-
miskinan Melalui 
Pemberdayaan Eko-
nomi Kerakyatan, 
Pemberdayaan Per-
ekonomian Pede-
saan, Pembangunan 
SektorKetenagaan 
Kerja Serta Pemer-
ataan dan Pengenda-
lian Kependudukan. 

•	 Pola Pemanfaatan 
Sumber Daya Alam 
Daerah dilakukan 
Melalui Kegiatan 
Konservasi, Hilirisa-
si dan Intensifikasi 

•	 Menciptakan Per-
tumbuhan Ekonomi 
yang sejalan dengan 
prinsip Kelestarian 
dan Keberlanjutan

mengimplementasikan kebijakan Siak kabu-
paten Hijau yang telah ditetapkan dalam SK 
Bupati Nomor 65/Hk/KPTS/2019. Peta Jalan 
tersebut berisi arah kebijakan yang dileng-
kapi dengan Indikator Sasaran, juga Rencana 
Kerja. Terdapat 5 sasaran dan 14 indikator 
yang akan dicapai, dengan menetapkan 35 
Rencana Aksi yang akan dilaksanakan dalam 
kurun waktu tiga tahun sejak peta jalan terse-
but diterbitkan pada tahun 2019. Implemen-
tasi kebijakan Siak Hijau dilaksanakan dengan 
pendekatan zonasi, yaitu Zona Konservasi, 
meliputi wilayah kecamatan Sungai Mandau, 
Sungai Apit, Dayun, Minas dan Pusako. Zona 
tanaman pangan meliputi wilayah Kecamatan 
Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako 
dan Sungai Mandau. Zona perkebunan dan 
kehutanan meliputi sebelas kecamatan di Ka-
bupaten Siak. Zona industri meliputi wilayah 
Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) 
dan Perawang, dan Zona permukiman meli-
puti wilayah permukiman perkotaan di ibu-
kota kecamatan dan pemukiman pedesaan. Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan 

peta jalan (Roadmap) sebagai panduan dalam -

Kepentingan Masyara-
kat dalam Pemanfaatan 
Sumber Daya Alam Un-
tuk Peningkatan Ekono-
mi Masyarakat dan PAD

Sumber: Perbup Siak Kabupaten Hijau Nomor 22 tahun 2028
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Pemerintah Kabupaten Siak telah menetap-
kan Peta Jalan (roadmap)  sebagai panduan 
dalam mengimplementasikan kebijakan Siak 
kabupaten Hijau yang telah ditetapkan dalam 
SK Bupati Nomor 65/Hk/KPTS/2019. Peta 
Jalan tersebut berisi arah kebijakan yang 
dilengkapi dengan Indikator Sasaran, juga 
Rencana Kerja. Terdapat 5 sasaran dan 14 in-
dikator yang akan dicapai, dengan menetap-
kan 35 Rencana Aksi yang akan dilaksanakan 
dalam kurun waktu tiga tahun sejak peta jalan 
tersebut diterbitkan pada tahun 2019. Imple-
mentasi kebijakan Siak Hijau dilaksanakan-

dengan pendekatan zonasi, yaitu Zona Kon-
servasi, meliputi wilayah kecamatan Sungai 
Mandau, Sungai Apit, Dayun, Minas dan Pu-
sako.  Zona tanaman pangan meliputi wilayah 
Kecamatan Bungaraya, Sabak Auh, Sungai 
Apit, Pusako dan Sungai Mandau. Zona perke-
bunan dan kehutanan meliputi sebelas keca-
matan di Kabupaten Siak. Zona industri meli-
puti wilayah Kawasan Industri Tanjung Buton 
(KITB) dan Perawang, dan Zona permukiman 
meliputi wilayah permukiman perkotaan di 
ibukota Kecamatan dan pemukiman pedesaan.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kebijakan Siak Kabupaten Hijau

Perbup 22 Tahun 2018 
Tentang Siak Kabupaten Hijau

Keputusan Bupati Siak 
No. 650/HK/KPTS/2019

Roadmap Siak Hijau

Tujuan Sasaran Indikator

Pengelolaan sumber daya 
alam untuk sebesar- besarnya 
bagi kepentingan rakyat den-
gan prinsip kelestarian dan 
berkelanjutan;

Sasaran 1: 
Menekan tingkat kerusakan 
sumber daya alam khususnya 
gambut dan DAS Siak;

Sasaran 2; 
Menciptakan pertumbuhan 
ekonomi yang sejalan dengan 
prinsip kelestarian dan keber-
lanjutan;

Sasaran 2; 
Menciptakan pertumbuhan 
ekonomi yang sejalan dengan 
prinsip kelestarian dan keber-
lanjutan;

1. Menurunnya tingkat kerusakan 
sumber daya alam khususnya 
gambut dan DAS Siak

2. Pemanfataan SDA dengan men-
gurangi dampak kerusakan ter-
hadap fungsi dan keberlanjutan 
sumber daya alam tersebut.
3. Menciptakan pertumbuhan eko-
nomi yang sejalan dengan prinsip 
kelestarian dan keberlanjutan;

4. Kebijakan yang menyelaraskan 
antara kebijakan konservasi dan 
pertumbuhan ekonomi;
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Tujuan Sasaran Indikator

Pemanfaatan sumber daya 
alam untuk peningkatan 
ekonomi masyarakat dan 
pendapatan asli daerah

Sasaran 4; 
Menanggulangi kemiskinan 
melalui pemberdayaan ekono-
mi kerakyatan, pemberdayaan 
perekonomian pedesaan, Pem-
bangunan sektor ketenagak-
erjaan serta pemerataan dan 
pengendalian kependudukan;

5. Meningkatnya jumlah perkebu-
nan yang memperoleh sertifikat 
ISPO/RSPO
6. Meningkatnya produksi perta-
nian tanaman pangan
7. Meningkatnya pendapatan dae-
rah
8. Meningkatnya pendapatan per 
kapita per tahun;
9. Menanggulangi kemiskinan 
melalui pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan, pemberdayaan per-
ekonomian pedesaan, pembangu-
nan sektor ketenagakerjaan, serta 
pemerataan dan pengendalian 
kependudukan;

Pola Pemanfaatan Sumber 
Daya Alam daerah dilakukan 
melalui kegiatan Konservasi, 
Hilirisasi dan Intensifikasi

Sasaran 5; 
Kebijakan yang menyelaraskan 
antara kebijakan konservasi 
dan pertumbuhan ekonomi;

10.	 Menurunkan emisi GRK 
pada lima sektor prioritas (sektor 
kehutanan dan lahan gambut, per-
tanian, energi dan transportasi, in-
dustri dan limbah) sebesar 22,7%;
11.	 Menurunnya tingkat pence-
maran udara
12.	 Meningkatnya akses dan 
penguasaan masyarakat dalam 
mengelola kawasan hutan secara 
lestari dan berkelanjutan mendu-
kung Siak Hijau;
13.	 Bertambahnya rasio ruang 
terbuka hijau di perkotaan;
14.	 Berkurangnya kasus peru-
sakan lingkungan hidup;

Target pencapaian Siak Hijau sebagaimana 
yang telah ditetapkan dalam indikator terse-
but akan dicapai dengan melaksanakan 35 
Rencana Aksi. Hasil studi Fitra Riau yang men-
ganalisis kewenangan Pemerintah Daerah.¹  
menunjukkan bahwa dari 35 Rencana Aksi 
yang ditetapkan dalam Peta Jalan tidak selu-
ruhnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Siak. Hal itu disebabkan keterba-
tasan kewenanganan pada urusan konkuren-

2   Ibid, hal 29

sebagaimana telah diatur pembagiannya 
dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerin-
tah Daerah.  Dari 35 rencana aksi tersebut, 7 
(relevan) Rencana Aksi   relevan dengan ke-
wenangan Pemerintah Provinsi dan 4 (empat) 
Rencana Aksi yang seharusnya menjadi tugas 
dan fungsi Pemerintah Pusat. Adapun Ren-
cana Aksi yang potensial dapat dijalankan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terkait 
dengan Siak Hijau adalah sebagai berikut:
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Tabel 2. Rencana Aksi Siak Hijau Sesuai Kewenangan Kabupaten

No Sasaran Rencana Aksi

1

Menekan tingkat kerusakan sumber daya 
alam khususnya gambut dan DAS Siak

1.	 Peningkatan upaya pengendalian karhut-
la

2.	 Peningkatan masyarakat kampung dalam 
pencegahan karhutla

3.	 Peningkatan pelestarian dan perlindun-
gan KHG

4.	 Pembinaan masyarakat dan pelaku usaha 
di kawasan KHG

5.	 Pengembangan skema insentif berbasis 
ekologi

6.	 Peningkatan kualitas air, udara dan tutu-
pan lahan;

7.	 Kebijakan satu data terpadu sebagai ba-
sis data dan informasi daerah;

8.	 Peningkatan ruang terbuka hijau di 
wilayah perkotaan;

9.	 Pengurangan kerusakan ekosistem gam-
but;

2

Pemanfataan SDA dengan tidak berdam-
pak terhadap kerusakan fungsi dan ke-
berlanjutan sumber daya alam tersebut.

1.	 Inventarisasi perkebunan yang mem-
peroleh sertifikasi ISPO/RSPO;

2.	 Fasilitasi STDB perkebunan sawit;
3.	 Fasilitasi penyiapan, pembinaan sertifi-

kasi ISPO/RSPO di tingkat petani;
4.	 Kebijakan penerapan BMP di pertanian/

perkebunan di lahan gambut;
5.	 Perusahaan sektor hutan/kebun skala 

besar di areal gambut membuat menjaga 
tata air, bloking kanal.

3

Menanggulangi kemiskinan melalui pem-
berdayaan ekonomi kerakyatan, pem-
berdayaan perekonomian pedesaan, 
Pembangunan sektor ketenagakerjaan 
serta pemerataan dan pengendalian 
kependudukan

1.	 Peningkatan produksi pertanian; padai, 
palawija, sayur, buah-buahan dan kelapa 
sawit (ton);

2.	 Kebijakan pembangunan kawasan pede-
saan berdsarkan potensi SDA ditingkat 
kampung;

3.	 Peningkatan penerapan teknologi perta-
nian s/d 76,83%;

4.	 Pengembangan ekonomi one village one 
product

5.	 Pengembangan industri hilir dan ekono-
mi kreatif;

6.	 Pengembangan ekowisata;
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No Sasaran Rencana Aksi

4

Menciptakan pertumbuhan ekonomi 
yang sejalan dengan prinsip kelestarian 
dan keberlanjutan

1.	 Membangun sistem permodalan yang 
berkelanjutan;

2.	 Optimalisasi pendapatan daerah di sek-
tor hutan, kebun dan pertanian;

3.	 Meningkatkan pertumbuhan ekono-
mi dengan mendorong peningkatan 
pendapatan sektor produktif

4.	 Peningkatan ruang terbuka hijau di 
wilayah perkotaan;

5

Kebijakan yang menyelaraskan antara 
kebijakan konservasi dan pertumbuhan 
ekonomi

Sumber: Skenario Implementasi Rencana Aksi Siak Hijau, Fitra Riau 2020

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana 
Aksi Siak Kabupaten Hijau, diketahui bahwa 
pelaksanaan Rencana Aksi yang telah ditetap-
kan dalam Peta Jalan Siak Hijau belum dilak-
sanakan secara maksimal. Kepala Bappeda, 
Wan Yunus, menjelaskan beberapa faktor 
yang menjadi penyebabnya adalah renda-
hnya pemahaman Organisasi Perangkat Dae-
rah (OPD) terhadap kebijakan Siak Hijau se-
hingga  belum terintegrasi dengan baik dalam 
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
. Rendahnya pemahaman OPD ini disebabkan  
karena belum maksimalnya koordinasi dan 
konsolidasi antara OPD terhadap kebijakan 
Siak Hijau. Faktor keterbatasan anggaran yang 
ada di daerah juga menjadi sebab belum terim-
plementasikannya kebijakan ini dengan baik.  
Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Siak mengalokasikan anggaran untuk mendu-
kung kebijakan Siak Hijau mencapai Rp. 59,6 
Milyar, besaran anggaran tersebut mengikuti-

program-program yang telah ditetapkan dan 
dilaksanakan oleh 11 OPD sebagaimana ter-
cantum dalam Peta Jalan Siak Kabupaten 
Hijau. Hanya saja, tidak semua yang telah di-
programkan tersebut memiliki relevansi atau 
mendukung pencapaian target pembangunan 
Siak Hijau. Fitra Riau mencatat terdapat 36% 
dari total anggaran 2019 tersebut yang sama 
sekali tidak memiliki relevansi dengan penca-
paian Siak Kabupaten Hijau. Hal ini dapat dili-
hat dari penjelasan kegiatan dan ouput yang 
akan dicapai pada setiap  kegiatan. Pemerintah 
Daerah juga dihadapkan pada tantangan besar 
untuk mencapai target kinerja Siak Hijau pada 
tahun-tahun berikutnya. Wabah virus Corona 
(Covid19) berpengaruh terhadap kemampuan 
fiskal daerah, akibat dari terganggunya aktivi-
tas perekonomian dan perlunya re-orientasi 
anggaran yang difokuskan pada penanganan 
Covid-19.

6 PolicyBrief



Di tahun 2020, sebagai akibat penyesuaian 
pendapatan daerah dari transfer pusat mau-
pun pendapatan asli daerah, Pemerintah Dae-
rah Kabupaten Siak hanya menurunkan target 
pendapatan hingga mencapai 14%. DBH pa-
jak dan non pajak Kabupaten Siak mengalami 
penurunan 39% dari anggaran yang ditetap-
kan sebelumnya, DAU (11%) dan PAD mengal-
ami penurunan 10%. Sementara alokasi DAK 
dari Pemerintah Pusat mengalami peningka-
tan yang sebagian besar digunakan untuk pen-
anganan Covid-19. Tidak hanya itu, kebijakan 
Nasional memberikan mandat Kepada Daerah

untuk merealokasi dan melakukan refocusing 
anggaran, sehingga Pemerintah Daerah Siak 
harus mengalokasikan sedikirnya Rp. 300 
Milyar untuk menambah pembiayaan dalam 
rangka penanganan Covid-19 untuk kegiatan 
penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi 
dan jaring pengaman sosial (social safety 
nett). Kondisi ini belum jelas kapan akan be-
rakhir dan pulih. Jika merujuk pada Peraturan 
Pengganti UU Nomor 1 tahun 2020 tentang 
Kebijakan Penyesuaian Keuangan diprediksi 
akan terjadi hingga tahun 2023.

Pembangunan desa bertujuan untuk menin-
gkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas 
hidup manusia dan penanggulangan kemiski-
nan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar, 
pembangunan sarana dan prasanan desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal dan pe-
manfatan sumberdaya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan.³ Dalam rangka itu pula 
desa memiliki kewenangan berdasarkan hak 
asal usul dan kewenanganan lokal skala desa. 
Kewenangan tersebut dalam hal penyelengga-
raan pemerintah desa, pembangunan desa, 

Sumber: PMK 35 tahun 2020 & APBD Siak 2020, diolah

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 
kelembagaan masyarakat. Selain kewenangan 
tersebut juga diatur kewenangan yang ditu-
gaskan oleh pemerintah, provinsi dan kabu-
paten. 

2.2. Tinjauan Kebijakan Pembangunan Desa

3 Pasal 78 UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
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Gambar 2.  Kewenangan Desa Berdasarkan Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014

Kewenangan Desa

Hak Asal Usul Lokal Skala Desa
Penugasan Pemer-

intah, Prov/Kab Lainnya Yang ditugas-
kan

Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 

Pembangunan Desa Pemberdayaan Ma-
syarakat

Pembinaan Kemasyara-
katan

Sumber: UU 6 tahun 2014, diolah;

Pembangunan desa dilaksanakan dengan 
mengedapankan kebersamaan, kekeluargaan 
dan kegotongroyongan guna mewujudkan 
perdamaian dan keadilan sosia, baik pada 
tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pen-
gawasan. Prioritas pembangunan desa di-
rancang berdasarkan  kebutuhan masyarakat 
desa, yang dilakukan dengan musyawarah mu-
fakat melalui musyawarah desa yang melibat-
kan seluruh unsur masyarakat. Tidak hanya 
itu, Pemerintah Desa dalam merencanakan 
program pembangunan desa juga dituntut un-
tuk mengacu pada perencanaan pembangunan 
daerah.⁴ Selain itu perencanaan pembangunan 
desa juga harus mengacu pada prioritas-prior-
itas lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah 
seperti yang selama ini diatur oleh Kement-
erian Desa. Selanjutnya sebagai acuan dalam 
pelaksanaan pembangunan desa disusun Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDesa) dan dokumen APBDesa sebagai 
acuan implementasi program, kegiatan dan 

 anggarannya.

Merujuk pada ketentuan yang mengatur ten-
tang peran desa dalam pembangunan sesuai 
dengan kewenangannya, Pemerintah Desa 
memiliki peran besar dalam mewujudkan 
pembangunan di tingkat desa. Bahkan, jika 
dilakukan penyelarasan yang tepat dan dilak-
sanakan dengan benar, maka desa juga ber-
peran sebagai penunjang dalam pencapaian 
pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota di 
berbagai aspek mulai dari sosial, ekonomi dan 
juga aspek lingkungan. Permendagri 20 tahun 
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa memberikan acuan secara detail menge-
nai aspek program pembangunan di tingkat 
desa yang didasarkan atas kewenangan-ke-
wenangan yang dimiliki desa meliputi  bidang 
sosial, ekonomi dan juga menuntut desa untuk 
berperan dalam kelestarian lingkungan hidup. 
Detil kewenangan desa sesuai Permendagri 20 
tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.  

4 Ibid, pasal 79
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Gambar 2. Bidang dan Sub Bidang Pembangunan Desa Berdasarkan Kewenangan Desa

2.3. Orientasi Pembangunan dan Potensi Anggaran Kampung di Kabupaten Siak
Dalam kenyataannya, belum semua aspek ke-
wenangan desa dijalankan melalui program 
dan kegiatan di desa-desa di Kabupaten Siak. 
Pembangunan masih terfokus pada aspek ter-
tentu, seperti pembangunan fisik yang ber-
hubungan dengan jalan, jembatan, dan insfra-
truktur fisik lainnya. Bidang pemberdayaan 
masyarakat  belum mendapatkan porsi yang 
besar dalam program pembangunan desa dan 
dalam penganggaran. Padahal idealnya pem-
bangunan bertujuan untuk menciptakan ke-
majuan sosial ekonomi secara berkesinambun-
gan dengan prinsifp keadalian bagi seluruh 
masasyarakat. Beberapa komponen penting 
dari aspek pembangunan, antara lain adalah, 
(a) Pembangunan ekonomi, (b) Pembangunan 
fisik dan sosial, (d) Pembangunan lingkungan, 
dan (d) Pembangunan kelembagaan.⁵ 

pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi 
yang tinggi dalam pemanfataan sumberdaya 
alam, (3) terciptanya kelestarian lingkungan, 
meliputi keadaran akan arti pentingnya ling-
kungan, berkembangnya kepedulian lingkun-
gan semua pihak, dan adanya upaya dalam 
bentuk kebijakan program dan tindakan un-
tuk menanggulangi kerusakan dan pencema-
ran lingkungan yang terjadi di desa. Namun, 
sejauh ini pembangunan pada aspek lingkun-
gan di desa belum digalakkan, karena diang-
gap belum menjadi prioritas pembangunan. 
Termasuk di desa atau kampung di Kabupaten 
Siak, arah pembangunan di bidang lingkungan 
masih dilakukan oleh sebagian kecil kampung 
dari total 131 kampung di Kabupaten Siak.

Aspek pembangunan lingkungan menjadi 
salah satu aspek  prioritas dalam konteks 
pembangunan perdesaan. Tiga sasaran khusus 
pembagunan perdesaan (Adisasmita, 2006), 
yaitu yaitu (1) tersedianya infrastruktur fisik 
dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasil-
itas pendidikan, kesehatan yang tersebar di 
seluruh wilayah, (2) terlaksananya pemban-
gunan ekonomi yang mencakup ketersediaan 
sumber-sumber penghasilan, produktivitas 

Beberapa faktor yang melatar belakangi 
kondisi tersebut diantaranya karena  peny-
elenggara Pemerintah Desa belum memiliki 
pemahaman terkait isu lingkungan. Orientasi 
pembangunan Pemerintah Desa dan masyara-
kat  terfokus pada pembangunan infrastruk-
tur, sehingga saran-saran dari warga untuk 
pembangunan lingkungan dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat belum mendapatkan 
proporsi yang besar dalam proses pengambi-
lan keputusan di desa (Musdes). 

5 Adisasmita, Rahardjo. Membangun desa partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016
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Isu lingkungan dan pemberdayaan ekonomi 
masih belum mendapatkan perhatian karena 
pengusul program ini sedikit. Satu contoh riil 
ada di desa Desa Lalang Kecamatan Sabak 
Auh, Kabupaten Siak. Pemerintah Desa be-
lum memprioritaskan pembangunan untuk 
bidang-bidang yang mengarah pada kelestar-
ian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi.  
Meskipun kegiatan untuk lingkungan dan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat telah ada 
ada namun porsinya sangat kecil. Hal itu kare-
na pembangunan yang berkaitan dengan ling-
kungan dan ekonomi belum banyak diusulkan 
oleh masyarakat. Faktor lain yang menjadi 
penyebab isu lingkungan dan pemberdayaan 
masyarakat belum menjadi arus utama dalam 
pembangunan desa adalah karena program-
program pemberdayaan tidak terlihat secara 
langsung dan hasilnya tidak bisa dilihat dalam 
waktu yang singkat.

Desa-desa yang yang sebelumnya (2018) 
adalah desa dengan kategori teringgal dan 
sangat tertinggal Meningkat Statusnya Men-
jadi desa berkembang (2019) dan jumlahnya 
sangat signifikan. ⁸

Hal baiknya adalah, pengarusutamaan pem-
bangunan yang berorientasi pada pember-
dayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan 
hidup sudah mulai dilakukan oleh beberapa 
kampung di Kabupaten Siak. Terdapat 21 
kampung di Kabupaten Siak yang ditetapkan 
dan menjadi wilayah kerja restorasi gambut 
baik yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi 
Gambut (BRG), maupun mitra pembangunan 
lainnya seperti Organisasi Masyarakat Sipil 
(OMS). Desa – desa itu bukan hanya dijadikan 
objek untuk  program restorasi, namun terli-
bat secara aktif dan partisipatif, ⁶ bahkan se-
bagian dari desa peduli gambut (DPG) itu juga 
sudah  mengintegrasikan inisiatif restorasi 
gambut  ke dalam program-program kerja 
di  desa. ⁷ Program lingkungan yang spesifik 
pada pemulihan ekosistem gambut dengan 
pendekatan sosial, ekonomi dan lingkungan 
berdampak terhadap peningkatan status desa 
yang diukur melalui Indeks Desa Memban-
gun (IDM) di wilayah-wilayah restorasi terse-
but. Menurut BRG, berdasarkan analisis data 
IDM tahun 2018 dan 2019 sebanyak 366 DPG, 
menunjukkan bahwa terjadi penurunan jum-
lah desa tertinggal dan sangat tertinggal di 
366 DPG tersebut. 

Praktik-praktik pembangunan desa yang ber-
orientasi pada kelestarian lingkungan hidup 
juga telah dilakukan di Kabupaten Siak dalam 
bentuk-bentuk yang lebih bervariasi sesuai 
dengan potensi lokal  desa. Bahkan ada desa 
yang telah menerbitkan regulasi setingkat 
desa (Peraturan Desa) yang mengatur tentang 
kelestarian lingkungan, seperti Desa Temusai 
Kecamatan Bunga Raya, dengan Peraturan 
Desa Nomor 8 tahun 2019 tentang Temusai 
Kampung Hijau, dan Desa Dosan dengan Per-
aturan Kampung yang mengatur tentang pele-
starian Danau Nagasakti. Program-program 
yang lainnya seperti pelestarian mangrove 
dengan pendekatan ekowisata, dan program 
pengembalian fungsi lahan dari perkebunan 
kelapa sawit kembali menjadi lahan pertanian 
yang lebih ramah lingkungan . Sebagian besar 
inisiatif dan praktik-praktik tersebut berasal 
dari masayarakat di desa/kampung, meskipun 
kadang masih tidak mendapatkan dukungan 
dari Pemerintah Desa/Kampung.

Secara umum, kebijakan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Siak juga telah memberikan ara-
han bagi desa untuk berperan dalam upaya 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ke-
bijakan tersebut diimplementasikan dalam 
bentuk program pemberdayaan desa dan pen-
galokasian  anggaran kampung yang berasal 
dari ADK dan  diposkan dalam item anggaran 
penanggulangan bencana. Anggaran-anggaran 
tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah 
Desa untuk kegiatan operasional desa dalam 
mencegah dan menanggulangi  bencana. Peng-
gunaannya dapat dilakukan untuk kegiatan 
patroli, insentif masyarakat peduli api (MPA) 
atau tim penanggulangan bencana kampung. 
Beberapa desa yang telah memanfaatkan 
skema ini adalah Kampung Lalang, Kampung 
Bunsur, Kampung Tanjung Kuras dan kam-
pung -kampung lainnya yang memiliki   poten-
si kerawanan karhutla yang tinggi

6 Wawancara, Muslim Rasyid, Fasilitator BRG Provinsi Riau, 17 Juli 2020

7 Menurut Muslim Rasyid, tahun 2018 terdapat Rp. 377.000.000,- anggaran APBD Desa yang digunakan untuk program restorasi gambut di 8 desa. Dari 8 desa tersebut sebagian berasal dari kabupaten 

Siak, seperti Desa Tanjung Kuras.

8 Badan Restorasi Bambut (BRG), Penguatan institusi lokal melalui integrasi restorasi gambut dalam perencanaan pembangunan Desa, paparan materi, 2020

9 Wawancara Besta (Pengurus Yayasan Elang), 17 Juli 2020
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Kebijakan dalam bentuk program Organisasi 
Perangkat Daerah (ODP) di Kabupaten Siak 
ditingkat desa yang berkaitan dengan kelestar-
ian lingkungan hidup juga telah dilaksanakan. 
Seperti Badan Penanggulangan Bencana Dae-
rah (BPBD) dengan program Desa Tangguh 
Bencana (Destana). Program yang dimulai 
sejak 2017 telah membentuk 9 (sembilan) 
pilot desa Destana, dua diantaranya sudah 
sampaikan pada tahap pemantapan. 10 Pro-
gram ini bertujuan untuk membangun kesia-
pan desa dalam menghadapi bencana seperti 
Karhutla, banjir dan kebencanaan dan kedaru-
ratan lainnya. Beberapa bentuk pendampin-
gan pemerintah kepada desa dalam program 
ini adalah penyediaan regulasi desa, perenca-
naan, pembentukan kelembagaan, penyedi-
aan pendanaan dan pengembangan kapasitas 
tim di desa. Selain program Destana di BPBD, 
pemerintah juga mengembangkan program 
Kampung Iklim (Proklim) yang dimotori oleh 
Kementerian LHK dan selanjutnya didaerah 
dilaksanakan oleh OPD yang berkaitan dengan 
urusan lingkungan hidup. Hanya saja, di kabu-
paten Siak Program Proklim itu belum dilak-
sanakan. 11

Desa-desa (Kampung) di Kabupaten Siak 
menggunakan seluruh sumber keuangan yang 
diperbolehkan perundang-undangan untuk 
pendapatan desa/kampung. Salah satu desa 
yang memiliki sumber keuangan lengkap ses-
uai perundang-undangan adalah Kampung 
Lalang (salah satu desa yang berada di Keca-
matan Sungai Apit, Kabupaten Siak) sumber 
pendapatan desa saat ini bersumber dari ADD, 
DD, bantuan Kabupaten, bantuan Provinsi, 
PADesa. Meskipun, secara jumlah ADD dan DD 
adalah  sumber pendapatan yang paling domi-
nan, dan PADesa dan Bantuan Keuangan jum-
lahnya sangat  kecil. 13

Potensi Anggaran Kampung di Kabupaten 
Siak

Dalam menjalankan kewenangannya, Pemer-
intah Desa diberikan hak atas pengelolaan 
anggaran yang diperoleh dari berbagai sumber. 
Sumber-sumber keuangan desa tersebut ber-
asal dari Dana Desa yang diperoleh dari APBN, 
Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari 
10% dana perimbangan/transfer yang diteri-
ma kabupaten setiap tahunnya, 10% dari ha-
sil pajak dan retribusi yang diterimaPpemer-
intah Daerah. Selain itu,  desa diperbolehkan 
untuk mengelola sumber-sumber pendapatan 
yang murni berasal dari desa yang disebut 
sebagai Pendapatan Asli Desa (PADesa), juga 
lain-lain pendapatan yang diperbolehkan un-
tuk dikelola desa. Sumber keuangan desa juga 
bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah 
baik Provinsi maupun Kabupaten dengan tu-
juan tertentu maupun bersifat umum yang 
sepenuhnya dikelola oleh desa .12

10 Wawancara, Hardinur, kepala bidang program BPBD Kabupaten Siak, 21 Juli

11 Wawancara, Syafrilenti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak, 21 Juli 2020

12 Pasal 71 UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

13 Peraturan kampung, nomor 4 tahun 2020 tentang APBDesa 2020

Secara umum potensi keuangan kampung di 
Kabupaten Siak di tahun 2019,14 terdapat se-
dikitnya Rp. 260,2 Milyar anggaran yang dike-
lola oleh kampung, terdiri dari Dana Kampung 
(DK), Alokasi Dana Kampung (ADK), Bagi Ha-
sil Pajak dan Retribusi Daerah dan bantuan 
keuangan dari Kabupaten (lihat grafik). DK 
dan ADK merupakan sumber keuangan ter-
besar sejauh ini yang berkontribusi kepada 
anggaran kampung. Untuk DK masing-masing 
kampung mendapatkan antara Rp. 700an Juta 
– RP. 1,6 Milyar, sementara ADK didistribusi-
kan kepada Pemerintah Kampung dengan 
kisaran antara Rp. 800an Juta – RP. 1,7 Milyar. 
Anggaran tersebut belum termasuk angga-
ran yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah 
(PADesa) dan lain-lain pendapatan desa yang 
diperbolehkan.
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Sejauh ini anggaran tersebut digunakan untuk 
membiayai program dan pembangunan ses-
uai dengan prioritas yang ditetapkan, seperti 
untuk penyelenggaraan pemerintah, pemban-
gunan kampung, pemberdayaan masyarakat 
kampung dan pembinaan kemasyarakatan 
kampung. Penggunaan anggaran oleh desa 
disesuaikan dengan prioritas penggunaan 
yang ditetapkan oleh Pemerintah (pemberi 
anggaran) maupun  desa. 

Anggaran kampung dialokasikan untuk keg-
iatan – kegiatan di kampung sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan dan di setujui 
berdasarkan hasil musyawarah desa/kam-
pung. Jika melihat dari sumber dan kegunaan-
nya Tabel 3 menggambarkan  penggunaan 
anggaran kampung  di Kabupaten Siak.

Tabel 3.  Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Sumber Keuangan

3. Peluang Integrasi  Kebijakan Siak Hijau Dalam Pembangunan Desa

Merujuk dari adanya peluang kesesuaian an-
tara kebijakan Siak Hijau dan kebijakan umum 
pembangunan desa pada umumnya, maka 
Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dapat 
membangun sinergi dan mengintegrasikan 
program dan kegiatannya dengan memberi-
kan arahan pembangunan bagi desa/kam-
pung. Namun perlu diperhatikan bahwa in-
tegrasi ini dimaksudkan untuk mendorong 
peran masyarakat dan Pemerintah Desa un-
tuk menjalankan program-program desa yang 
beorientasi pada peningkatan ekonomi, Sosial, 
dan lingkungan yang terintegrasi, dan bukan

dalam rangka memberikan tugas tambahan 
kepada Pemerintah Desa untuk menjalankan 
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten. 
Besarnya ruang Pemerintah Desa/Kampung 
melaksanakan pembangunan di berbagai bi-
dang berdasarkan regulasi terkait, serta tun-
tutan tujuan pembangunan kampung yang 
harus selaras dengan kebijakan pembangunan 
kabupaten  sebagaimana dimandatkan dalam 
UU Desa menjadi peluang Kabupaten  untuk 
memberikan dorongan pembangunan kam-
pung yang berorientasi pada aspek sosial, eko-
nomi dan lingkungan.

14 Lampiran Peraturan Bupati, tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Kampung tahun 2019
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Di samping itu, berbagai praktik baik penyela-
matan/perlindungan lingkungan yang telah 
dilakukan oleh sebagian kampung yang ada 
di Kabupaten Siak saat ini menjadi faktor pen-
dukung terhadap target pencapaian kebijakan 
Siak kabupaten Hijau sebagaimana ditetapkan 
dalam Peta Jalan Siak Kabupaten Hijau.

Saluran integrasi yang dapat digunakan adalah 
melalui mekanisme perencanaan dan pelaksa-
naan pembangunan di tingkat kampung baik 
dengan atau tanpa pemberian anggaran. Jika 
pengintegrasian dalam rangka memberikan 
penugasan kepada Pemerintah Kampung, 
Maka Penugasan tersebut harus disertai den-
gan pembiayaan dan diurus oleh pemerintah

Desa/kampung. Dalam konteks ini, penginte-
grasian kebijakan Siak Hijau bukanlah ben-
tuk penugasan, melainkan memperdayakan 
kewenangan, fungsi dan peran yang telah di-
miliki oleh Pemerintah Desa untuk turut serta 
proaktif terlibat dan berperan mendukung 
pencapaian Siak Kabupaten Hijau.

Dari analisis terhadap kebijakan Siak Hijau 
dan kebijakan Pembangunan Desa, maka pel-
uang-peluang integrasi Kebijakan Siak Kabu-
paten Hijau dalam kinerja pembangunan desa 
didasarkan pada indikator capaian yang telah 
direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabu-
paten Siak. Peluang-peluang integrasi yang 
dapat dilakukan disajikan pada Table 4. 15

Tabel 4.  Peluang Integrasi Kebijakan Siak Hijau Dalam Pembangunan Desa

Sasaran Siak Hijau

Sasaran 1: 
Menekan tingkat kerusakan 
sumber daya alam khususnya 
gambut dan DAS Siak;

Indikator Capaian Integrasi Desa/Kampung

•	 Menurunnya tingkat keru-
sakan sumber daya alam 
khususnya gambut dan 
DAS Siak

1.	 Pencegahan Kebakaran Skala 
Kampung; 

2.	 Pemberdayaan masyarakat di 
kawasan KGH dalam pengelo-
laan lahan;

3.	 Pemetaan wilayah dan potensi 
kampung 

4.	 Desa Tangguh Bencana (Des-
tana)

5.	 Pelaksanaan Program Kampung 
Iklim (proklim)

Sasaran 2; 
Menciptakan pertumbuhan 
ekonomi yang sejalan dengan 
prinsip kelestarian dan keber-
lanjutan;

•	 Pemanfataan SDA den-
gan mengurangi dampak 
kerusakan terhadap fungsi 
dan keberlanjutan sumber 
daya alam; 

•	 Menciptakan pertumbu-
han ekonomi yang sejalan 
dengan prinsip kelestarian 
dan keberlanjuta;

1.	 Fasilitasi Pemberdayaan ma-
syarakat dalam usaha pertanian, 
perkebunan. 

2.	 Pelaksanaan BMP di wilayah 
pedesaan (Pertanian) 

3.	 Fasilitasi STDB perkebunan 
sawit Skala Kampung 

15 Integrasi sebagaimana diurai tersebut adalah alternatif, pemerintah kabupaten dan desa dapat mengembangkan kembali sesuai dengan kondisi yang ada didaerah dan perkembangan terhadap 
kebijakan-kebijakan pembangunan desa selanjutnya.
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Sasaran Siak Hijau Indikator Capaian Integrasi Desa/Kampung

Sasaran 3; 
Pemanfataan SDA dengan 
mengurangi dampak keru-
sakan terhadap fungsi dan 
keberlanjutan sumber daya 
alam tersebut;

•	 Kebijakan yang menyelar-
askan antara kebijakan 
konservasi dan pertumbu-
han ekonomi;

1.	 Inisiasi dan pembangunan ka-
wasan pedesaan; 

2.	 Pengembangan Ekowisata ber-
basis kampung

Sasaran 4; 
Menanggulangi kemiski-
nan melalui pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan, pem-
berdayaan perekonomian 
pedesaan, Pembangunan 
sektor ketenagakerjaan serta 
pemerataan dan pengendal-
ian kependudukan;

•	 Meningkatnya jumlah 
perkebunan yang mem-
peroleh sertifikat ISPO/
RSPO

•	 Meningkatnya produksi 
pertanian tanaman pangan

•	 7. Meningkatnya pendapa-
tan daerah

•	 Meningkatnya pendapatan 
per kapita pertahun;

•	 Menanggulangi kemiski-
nan melalui pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan, pem-
berdayaan perekonomian 
pedesaan, pembangunan 
sektor ketenagakerjaan 
serta pemerataan dan pen-
gendalian kependudukan;

1.	 Pengembangan Ekonomi One 
Village 0ne Product; 

2.	 Fasilitasi dan pemberdayaan 
masyarakat dibidang industri 
kreatif berbasis kampung;

3.	 Fasilitasi dan pemberdayaan 
masyarakat dibidang pertanian, 
perikanan, dan lainnya sesuai 
potensi kampung.

4.	 Permodalan dan Pengembangan 
BUMD 

5.	 Permodalan pengelolaan Perhu-
tanan Sosial; 

Sasaran 4; 
Menanggulangi kemiski-
nan melalui pemberdayaan 
ekonomi kerakyatan, pem-
berdayaan perekonomian 
pedesaan, Pembangunan 
sektor ketenagakerjaan serta 
pemerataan dan pengendal-
ian kependudukan;
Sasaran 5; 
Kebijakan yang menyelaras-
kan antara kebijakan konser-
vasi dan pertumbuhan Eko-
nomi;

1.	 Menurunkan emisi GRK 
pada lima sektor priori-
tas (sektor kehutanan dan 
lahan gambut, pertanian, 
energi dan transportasi, in-
dustri dan limbah) sebesar 
22,7%;

2.	 Menurunnya tingkat 
pencemaran udara

3.	 Meningkatnya akses dan 
penguasaan masyarakat 
dalam mengelola kawasan 
hutan secara lestari dan 
berkelanjutan mendukung 
Siak Hijau;

4.	 Bertambahnya rasio ruang 
terbuka hijau di perkotaan;

5.	 Berkurangnya kasus peru-
sakan lingkungan hidup;

1.	 Mendorong kebijakan desa 
(Perdes) terkait dengan peles-
tarian lingkungan hidup;

2.	 Program penghijauan kampung 
dan peluasan ruang terbuka hi-
jau di kampung;
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Tabel 5. Skenario Optimalisasi Anggaran Desa Untuk Siak Hijau

Untuk melaksanakan program-program terse-
but di tingkat kampung, Pemerintah Daerah 
dapat mendorong Pemerintah Desa untuk 
mengoptimalkan program-program pemban-
gunan yang dilakukan di desa dengan  angga-
ran yang dimiliki desa. Terdapat 5 (lima) sum-
ber keuangan yang dimiliki desa yang dapat 

diperdayakan dan dioptimalkan untuk men-
dukung Kebijakan Siak Hijau. Berikut adalah 
desain skenario kebijakan keuangan desa 
dalam mendukung kebijakan pembangunan 
Siak kabupaten hijau.

Peluang pemerintah daerah untuk mendorong 
desa/kampung berkontribusi dalam pencapa-
ian siak hijau sangat memungkinkan, langkah 
yang paling memungkinkan dapat dilakukan 
adalah menata ulang atau reformulasi peng-
gunaan Alokasi Dana Kampung (ADK), den-
gan menambahkan indikator kinerja terhadap 
pengelolaan lingkungan hidup dan penang-
gulangan bencana, misalnya mendukung 
desa pengembangan desa Destana dan desa 
Proklim sebagai basis indikator kinerja. 

Upaya ini sangat memungkinkan, apalagi 
pemerintah kabupaten siak sejak tahun 2017-
2019 sudah melakukan dan penambahkan in-
dikator ADK yaitu Program Kampung Sakinah, 
yang merupakah diskresi kepala daerah ter-
hadap pengaturan penggunaan Alokasi Dana 
Kampung (ADK).
 

16 APBKampung Lalang, kecamatan Sungai Apit tahun 2020, hanya mengalokasikan anggaran Siltap dan operasional BPKam tahun 2020 adalah sebesar Rp. 320 Juta, 
sementara total ADK yang diterima tahun 2020 (pagu) sebesar Rp. 1,2 Milyar
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Kebijakan  Pengelolaan Keuangan Desa Per-
mendagri Nomor 20 tahun 2018, sangat men-
dukung optimalisasi peran Pemerintah Desa 
melalui program, kegiatan dan anggaran yang 
dimiliki untuk diarahkan pada prioritas kebi-
jakan Siak Hijau. Berbagai pilihan nomenklatur 
telah disediakan, dan idealnya telah terinte-
grasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskue-
desa) yang selama ini digunakan dalam proses 
perencanaan dan penganggaran di desa. Jika 
belum terintegrasi secara menyeluruh, Pemer-

intah Kabupaten dalam hal ini unit OPD yang 
menangani desa dapat segera memperbaharu-
inya.  Lebih jauh, Permendagri tersebut mem-
beri keleluasaan bagi Pemerintah Daerah un-
tuk menambah nomenklatur baru yang belum 
ditentukan. 17 Adapun beberapa nomenkatur 
yang telah ditetapkan oleh Permendagri 20 
Tahun 2018 yang relevan dengan kebijakan 
Siak Hijau disajikan pada Tabel 6

Nama Bidang Sub Bidang dan Pilihan
 Kegiatan Relevan 

Relevansi 
Siak Hijau

1. Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintah (5 Sub Bidang)

Sub Bidang Pertanahan 
•	 Fasilitasi sertifikasi tanah 

untuk masyarakat miskin 
•	 Mediasi Konflik 

Sub Bidang Adm 
•	 Pemetaan dan analisis ke-

miskinan Desa secara parti-
sipatif

Mendukung pencapaian TORA 
dan Penanggulangan kemiskinan

2. Bidang Pembangunan Desa ( 
8 Sub Bidang)_

Sub Bidang Pekerjaan Umum 
dan  Tata Ruang 
•	 Pembuatan peta wilayah 

dan sosial desa 
•	 Perencanaan tata ruang 

desa 
•	 Peningkatan jalan produski 

(usaha tani) 

Sub Bidang Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup 
•	 Pengelolaan Hutan Milik 

Desa 
•	 Pengelolaan lingkungan 

hidup Desa 
•	 Peningkatan penyadarta-

huan tentang LHK 
Sub Bidang Pariwisata 
•	 Pembangunan sarana pari-

wisata 
•	 Pemeliharaan dan pengelo-

laan pariwisata desa

Mendukung pencapaian One Map 
One Data, One Produk One Vil-
lage, penanggulangan kemiski-
nan, pemanfatan hutan dan lahan 
berbasis masyarakat, pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 18 ayat (3)
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Nama Bidang 
Sub Bidang dan Pilihan

 Kegiatan Relevan 
Relevansi 
Siak Hijau

3. Bidang Pembinaan Kema-
syarakatan

Sub Bidang Kebudayaan dan Ke-
agaamaan 
•	 Fasilitasi pengembangan 

masyarakat adat 

Mendukung pencapaian peningaka-
tan masyarakat dalam pengelolaan 
SDA berbasis kearifan lokal

4. Bidang Pemberdayaan Ma-
syarakat

Sub Bidang Peternakan: 
•	 Pengenalan TTG untuk peri-

kanan 
•	 Bantuan perikanan bibit, 

pakan dll

Sub Bidang Pertanian 
•	 Peningkatan produksi tana-

man pangan 
•	 Peningkatan produksi peter-

nakan 
•	 Penguatan ketahanan pan-

gan 
•	 Pembedayaan TTG bagi ma-

syarakat 

Sub bidang UMKM
Peningkatan kapasitas UMKM 
•	 Pengembangan sarana dan 

prasarana UMKM 

Sub Bidang Penanaman Modal 
•	 Pembentukan dan Pengelo-

laan BUMDesa 

Sub Bidang Perindustrian 
•	 Pengembangan UMKM level 

desa 
•	 Peningkatan kelompok usa-

ha tani 

Mendukung pencapaian diversifika-
si ekonomi masyarakat yang ramah 
lingkungan,

Sumber: Lampiran Pemendagri 20 tahun 2018

Prioritas penggunaan anggaran desa dia-
tur dengan berbagai ketentuan. Untuk dana 
Desa yang berasal dari APBN prioritas peng-
gunaan setiap tahun diatur melalui peraturan 
Menteri Desa. Program dan kegiatan prioritas 
yang ditetapkan dalam Permendes setiap ta-
hun  tidak banyak mengalami perubahan. Item 
program dan kegiatan yang diatur itu juga  
memiliki relevansi terhadap kebijakan Siak 
kabupaten Hijau.

Sedangkan untuk penggunaan anggaran desa 
yang berasal dari APBD (ADD) diatur melalui 
peraturan kepala daerah masing-masing (Bu-
pati/Walikota). Penggunaan ADD untuk men-
dukung pencapaian Siak Kabupaten Hijau juga 
cukup potensial digunakan. Besaran anggaran 
yang diberikan kepada setiap desa, sangat 
memungkinkan untuk dioptimalkan bagi pri-
oritas penggunaan dan program yang lebih 
fleksibel.
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Berikut adalah beberapa daftar nama program 
prioritas penggunaan dana desa yang ditetap-
kan oleh Kementerian Desa tahun 2020.

a. Bidang Pembangunan Desa

•	 Pengadaan, pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan infrastruktur dasar

•	 Pembangunan dan pengembangan in-
fraturktur ekonomi, sarana produksi, dis-
tribusi pemasaran dalam rangka mencip-
takan ketahan panganan 

•	 Pengadaan sarana produksi dan distribusi 
pemasaran 

•	 Penguatan usaha ekonomi pertanian dan 
perikanan berskala produktif  

•	 Usaha ekonomi ketahanan pangan 

•	 Pembentukan BUMDesa dan BUMDesa 
Bersama melalui penyertaan modal, pen-
gelolaan produksi, distribusi dan pema-
saran bagi usaha ekonomi pertanian ber-
skala produktif dan usaha ekonomi lainnya 
yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan 
produk unggulan kawasan perdesaan. 

•	 Pembentukan usaha ekonomi warga/ke-
lompok, lembaga ekonomi masyarakat desa 
lainnya melalui akses permodalan yang 
dikelola BUMDesa, pengelolaan produksi, 
distribusi dan pemasaran bagi usaha eko-
nomi pertanian berskala produktif dan 
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa atau produk unggu-
lan kawasan perdesaan; 

•	 Pembentukan usaha ekonomi melalui pen-
dayagunaan sumber daya alam dan pener-
apan teknologi tepat guna; dan 

•	 Pembukaan lapangan kerja untuk pemenu-
han kebutuhan hidup bagi masyarakat 
desa secara berkelanjutan.  

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4. Langkah Yang Harus Dilakukan

Tersedia beragam peluang yang mungkin di-
lakukan untuk mengintegrasikan kebijakan 
Siak Kabupaten Hijau dalam kebijakan pem-
bangunan Desa/kampung. Untuk itu diperlu-
kan langkah-langkah yang tepat.

Selain itu Pemerintah Daerah perlu menginisi-
asi kebijakan dalam tujuan memberi stimulus 
bagi desa/kampung yang memiliki komitmen 
dan kemauan dalam mengoptimalkan dan me-
nyelarasakan program pembangunannya den-
gan kebijakan Pemerintah Kabupaten. Dalam 
upya tersebut, berikut adalah beberapa reko-
mendasi langkah-langkah yang dapat dilaku-
kan Pemerintah Kabupaten Siak. 	

•	 Sosialisasi Kebijakan Siak Kabupaten Hijau 
hingga ke tingkat masyarakat dan Pemer-
intah Desa; Sejauh ini kebijakan Siak kabu-
paten Hijau masih dianggap sebagai pro-
gram Pemerintah Kabupaten, dan belum 
disosialisasikan kepada desa dan kampung 
yang sebenarnya berpeluang mendukung 
pencapaian target Siak Hijau. Masyara-
kat dan Pemerintah Desa/kampung tidak 
mengetahui apa dan bagaimana kebijakan 
tersebut dan bagaimana peran desa dalam 
mendukung kebijakan tersebut. 18 Hal ini 
menjadi penting, dan menjadi masukan 
bahwa masih dibutuhkan sosialisasi yang 
lebih luas menyasar desa/kampong dan 
pemerintahannya. Sodialisasi dan dialog – 
dialog terhadap kebijakan ini perlu dilaku-
kan dengan Pemerintah Desa agar desa 
memahami dan dapat melakukan sinkro-
nisasi dalam perencanaan pembangunan 
di desa/kampung. 

•	 Mendorong Pemerintah Desa melakukan 
penyelerasan kebijakan pembangunan 
desa yang mengacu kepada isu strategis 
dalam kebijakan Siak Kabupaten Hijau. 
Pemerintah Daerah (Bupati) dapat mem-
berikan  himbauan dan atau  arahan dalam 
bentuk Surat Edaran (SE) terkait dengan 
dorongan penyelarasan kebijakan pem-
bangunan desa tahun 2021 agar sejalan 
dengan kebijakan Siak Kabupaten Hijau. 
Himbauan dan Edaran tersebut perlu 
menetapkan isu dan program di tingkat 
desa yang harus dioptimalkan. Peren-
canaan desa didasarkan pada dokumen 
RPJMDesa, oleh karena itu perlu didorong 
revisi RPJMDesa yang belum sejalan den-
gan kebijakan Siak Kabupaten Hijau; 

18 Wawancara Kepala Desa Lalang, Daroni, menurutnya “kebijakan Siak Kabupaten Hijau hanya riau di Pemerintah Kabupaten, sementara ditingkat desa tidak mengetahui apa dan 

bagaimana kebijakan Siak kabupaten Hijau itu”. 24 Juni 2020
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•	 Penetapan Zonasi pembangunan dan per-
cepatan fasilitasi pembangunan kawasan 
perdesaan. Inisiatif seperti ini telah di-
lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak 
dengan menerbitkan SK Bupati Siak no-
mor 373/HK/KPTS/2019 tentang Lokasi 
Pengembangan Kawasan Perkampungan 
Agrowisata Berbasis Ekosistem Gambut di 
Kecamatan Bunga Raya. Skenario ini dapat 
dikembangkan secara lebih luas ke desa-
desa yang memiliki potensi sumberdaya 
lainnya sesuai dengan zonasi yang telah 
ditetapkan oleh desa. Instrumen pemban-
gunan kawasan perdesaan juga sangat me-
mungkinkan digunakan oleh Pemerintah  
Kabupaten Siak bagi desa-desa yang po-
tensial, dan dapat dimulai dengan melaku-
kan identifikasi pengembangan kawasan 
perdesaan

•	 Mendorong optimalisasi program dan peng-
gunaan keuangan desa untuk kebijakan yang 
pro  ekonomi dan lingkungan. Pemerintah 
Kabupaten memiliki kewenangan untuk 
mengatur prioritas penggunaan ADD/K dan 
DK yang berasal dari kabupaten. Di desa, 
isu lingkungan dan peningkatan ekonomi 
yang ramah lingkungan menjadi priortas 
dalam kebijakan keuangan desa dengan tetap 
mengedepankan azas otonomi desa dalam 
menentukan program dan kegiatan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Sinkronisasi 
kedua hal ini dapat dibangun dengan cara 
mengindentifikasi program potensial desa 
(berdasarakan zonasi) dan menetapkannya 
dalam peraturan Bupati tentang ADK dan 
DK.

•	 Mendorong Sektor Swasta untuk mendukung 
program desa atau masyarakat desa yang pro 
pelestarian dan perlindungan lingkungan 
hidup. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 
dapat mengeluarkan himbauan dalam ben-
tuk SE kepada unit usaha berbasis SDA yang 
berada di wilayah desa untuk berkontribusi 
dalam mendukung kebijakan desa dan pro-
gram yang dijalankan oleh desa/kampung 
yang berkaitan dengan pencapaian  Siak Ka-
bupaten Hijau;

•	 Menginisiasi Kebijakan Transfer Angga-
ran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE). 
Untuk mendorong Pemerintah Desa/kam-
pung dalam mengoptimalkan peran dalam 
perlindungan dan pelestarian lingkungan 

hidup dalam kebijakan pembangunan, pro-
gram dan anggaran di tingkat desa perlu 
mendapatkan stimulus dalam bentuk insentif 
fiskal.  Insentif fiskal adalah sebagai apresiasi 
atas komitmen kebijakan, program, kegiatan 
dan aktivitas di desa/kampung yang memiliki 
komtimen dan kemauan terhadap pelestarian 
dan perlindungan lingkungan hidup. Bebera-
pa skema yang dapat dilakukan, yaitu dengan 
memberikan bantuan keuangan desa kepada 
desa-desa yang memiliki komitmen atas ked-
ua isu tersebut. Skema lainnya adalah melaku-
kan reformulasi pengalokasian dan pendis-
tribusian ADD/Kampung dengan menambah 
indikator  kinerja lingkungan.  Untuk ini maka 
Pemerintah Daerah perlu menetapkan indika-
tor kampung yang pro lingkungan atau dapat 
disebut (Kampung Hijau) dan dapat dinilai 
dari aspek komitmen kebijakan, dukungan 
program, praktik baik masyarakat atau komu-
nitas dalam menjaga lingkungan di berbagai 
bidang sesuai kondisi desa, serta indikator 
lainnya sesuai dengan target pencapaian Siak 
Kabupaten Hijau. Dengan mereformulasikan 
ADD/K dengan pendekatan kinerja termasuk 
kinerja lingkungan itu maka Desa/kampung 
yang memiliki kinerja baik terhadap kebijakan 
lingkungan akan mendapatkan penghargaan 
berupa penambahan ADD/K. Sebaliknya, desa 
– desa dengan kinerja rendah berdasarkan in-
dikator yang ditetapkan, mendapatkan alokasi 
ADK kinerja yang lebih sedikit atau tidak sama 
sekali.

Model reformulasi pendistribusian anggaran 
desa seperti ini sudah dipraktikkan, seperti 
dalam pendistribusian dana desa yang berasal 
dari APBN, selain menggunakan alokasi dasar 
dan proporsional berdasarkan 4 (empat) indi-
kator (Luas wilayah, kemiskinan, jumlah pen-
duduk, dan IKG), terdapat indikator kinerja 
tambahan yang diukur dari pencapaian Indeks 
Desa Membangun (IDM). Desa/kampung den-
gan peningkatan kinerja IDM yang baik akan 
mendapatkan alokasi berbasis kinerja, se-
mentara yang buruk tidak mendapatkan tam-
bahan. Selain itu, beberapa kabupaten lain di 
Kalimantan dan Papua telah menerapkan ke-
bijakan TAKE dengan skema reformulasi ADK 
seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupat-
en Jayapura. 19

19 https://programsetapak.org/setapak-publication/mengenalkan-skema-insentif-fiskal-berbasis-ekologi-di-indonesia-take-tape-dan-tane/
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